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DEFINISI

INTEROPERABILITAS DATA ADALAH

Interoperabilitas adalah kapabilitas dari suatu produk atau sistem -- yang antar mukanya
diungkapkan sepenuhnya -- untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem

lain, tanpa batasan akses.




Saat ini BANK punya teller
hampir sebanyakjumlah
nasabahnya

ssahaan bioskop yang
emiliki gedung bioskop

Tidak perlu menunggu pensiun
dan modal besar untuk
memiliki toko besar

Dunia mengalami
revolusi budaya hidup
ketika TIK dan inovasi |
makin masuk ke dalam

kehidupan manusia.

Mengapa Inovasi di luar
sana bergerak dengan
sangat cepat dan diterima
oleh publik2

* IT Menjadi enabler

*  Berbasis kebutuhan
publik, komunitas
atau korporasi

*  Outsourcing

* (Infrastruktur,
platform, SDM,
Aplikasi, dll)

* Tidak terikat regulasi
yang kaku

C Penyesuaian
kebijakan dan
penganggaran yang
dinamis dan cepat

*  Kemauan untuk saling
terhubung antara satu

layanan dengan
layanan yang lain







Smartphone di Pengguna Social
tangan PNS media
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Instansi K/L/D Instansi K/L/D Instansi K/L/D yang ==
yang menunjuk yang memiliki LRl
GCIO Masterplan integrasi layanan
elektronik

75 Instansi
(Dari723)

61 Instansi (Dari

297 Instansi

ber: PeGl 2015, Wantiknas 2016, World Bank 2014






Penyelenggaraan kepemerintahan

PENGERTIAN e-GOVERNMENT yang berbasis (menggunakan)
elektronik dalam rangka meningkatkan
A kualitas layanan publik secara efektif
Merupakan penggunaan dan efisien.

Merupakan pemanfaatan Tl
oleh lembaga pemerintahan
sehingga memiliki

internet dan world-wide-web (Inpres No. 3 Tahun 2003)
untuk memberikan informasi

kemampuan untuk pemerintahan dan layanan J
berhubungan dengan kepada masyarakat.
masyarakat, dunia bisnis, (U"ifedN"’i°"$)_
dan lembaga pemerintahan -
lainnya. .

5 (lima) Indikator e-Government

e-Government

segi ju
INFRASTRUKTUR berkaitan deng
untuk mendukung sma !
piranti keras komputer dan piranti lunak, Jaringan komunikasi
(LAN, WAN, Akses Internet,) dan DRC serta fasilitas pendukung
lainnya.
APLI KAS' ketersediaan layanan dan tingkat penerapan aplikasi umum dan khusus
untuk layanan kepemerintahan dan publik berkaitan dengan ketersediaan
dan tingkat pemanfaatan piranti lunak aplikasi yang mendukung layanan e-
Government untuk memberikan layanan publik yang optimal serta birokrasi
pemerintahan yang transparan

PERENCANAAN mekanisme perencanaan serta kajian kebutuhan dan strategi

penerapan TIK




Peran Teknologi Informasi

KepeminpRa
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Mengumpulkan dan mem

Perencana data untuk mendqpq'r

informasi keadaan sc
2. COMMUNICAT

Data yang sudc

selanjutnya
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Peningkatan

Pelayanan penye=lel
A Kebstishaasyaraka
Publik Meningkatkan transparans

Interaksi masyarakat lebih aktif dan pal keputusan Konte kS
() .
EfSSEEi . Peningkatan produktivitas & keterampilan pegawai pemerintah pengu m pu Ia n d ata untu k d IOIa
transparansi Peningkatan kolaborasi dan penyampaian pengetahuan di semua tingkat pemerintahan d ia na IiSiS d a |a m rang ka
Pemerintaha Redefinisi model operasional dan peningkatan proses .
n pengambilan keputusan

Pertumbuha Mendorong penerapan e-commerce
n Mengembangkan keterampilan dan kemampuan teknologi informasi (Tl) masyarakat
Ekonomi Menciptakan lingkungan yang menarik bagi investasi di bidang Tl dan industri

" lainnya
DIREKTORAT JENDERAL APTIKA




SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE)

Perpres 95/2018

Penvele

yang me
informasi dan komunikasi untuk
. memberikan layanan kepada
Pengguna SPBE

%




G2G Government to Goverrimen
G2C Government to Citizen
G2B Government to Business

G2E Government to Employ

E2E Employ to Employ
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@ Inefisiensi

Belania TIK Pemerintah
(Dalam Triliun Rupiah)

14 14

2013 2014 2015

B Avlikasi [l Infrastruktur

Sumber: Bappenas, 2016

65% 35%

Aplikasi Generik Aplikasi Khusus

i

DAMPAK
Duplikasi aplikasi generik
Pemborosan anggaran
Utilitas TIK hanya mencapai 30%
Disintegrasi Sistem Informasi Pemerintah
Resiko keamanan informasi
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Index (EGDI) 2

0.3 0.4 0.5

Singapore

Malaysia

Brunei Darussalam
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Asia - South-eastern Asia
Timor-Leste 0.3816 ®
Cambodia 0:3753 L ]

Myanmar

Lao People’'s Democratic Republic 0.3056 L ]

0

EGDI Indonesia 0.5258

Sumber: EGDI Survey 2018



* Tentang PSTE

* PSE menjamin berfungsinya Sistem
Elektronik dengan memperhatikan
Interoperabilitas dengan SE terkait

* Tentang Pelayanan Perijinan Berusahan
Terintegrasi Secara Elektronik
(OSS.go.id)

* Penyediaan Infrastruktur TIK bagi OSS

* Tentang Rencana Aksi Pemberantasan
Korupsi

* Penyediaan infrastruktur SPBE

* Integrasi Aplikasi SPBE

*Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
* Penyediaan Infrastruktur SPBE

Standarisasi, pengembangan dan penyelenggaraan
aplikasi dan Database SPBE

* Tentang Satu Data Indonesia
* Pembina Data, Produsen
Data, dan Walidata

Govt Cloud Integrasi Aplikasi Portal Pelayanan Interoperabilitas
Computing Umum SPBE
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Prinsip-Prinsip Interoperabilitas Data Elektronik

Kemampuan sistem elektronik untuk melindungi terhadap gangguan dan ancaman secara fisik dan

nonfisik, serta beroperasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya

Karakteristik dari komponen yang dibangun dan dikembangkan agar dapat dimanfaatke

berulang tanpa perlu dikembangkan lagi oleh pihak yang membutuhkan

Kemampuan untuk mengakses dan memahami komponen interoperabilitas data

dari komponen interoperabilitas data yan

jut tanpa perlu melibatkan per



Prinsip-Prinsip Interoperabilitas Data Elektronik

Karakteristik dari komponen interoperabilitas data yang memberikan kemudahan bagi
yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran keandalan, kinerja, kualitas

kesesuaian dengan peruntukan dan sasaran

Karakteristik dari komponen interoperabilitas data yang memberikan ken
yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran berjalannyc i

sebagaimana mestinya, jumlah layanan yang dimanfaatkan dalamn

ang berbeda Karakteristik;



as Data

ARSITEKTUR LAYANAN INTEROPERABILITAS DATA

PENYELENGGARA LINDA NASIONAL

= X

Katalog Nasional LINDA

Sistem Penghubung

O LINDA Nasional

Contoh Alamat LIINDA di Katalog:
172.16.37.82/master/Kota

PENGGUNA LINDA S PENYEDIA LINDA
(SUBSCRIBER) (PROVIDER)
JARINGAN
@
APLIKAS! 'KOMPONEN LINDA'

O Contoh

Contoh Alamat LISk

DOKUMEN Alamat Pengguna: Penyedia: BOKUMER
ELEKTRONIK - 103.4.1.5 10.3.2.9/Kota e EKTRONI

Keterangan:
Penyedia dan Pemanfaat adalah Instansi Penyelenggara Negara atau Instansi Iain yang menyelenggarakan pertukaran data dan/atau
dokumen elektronik sesuai dengan tugas, fungsi dan kebutuhan dengan memanfaatkan mekanisme Interoperabilitas menggunakan
Katalog Nasional LINDA

Jaringan adalah jaringan yang digunakan untuk menyediakan kelerhubungan antara Penyelengygara LINDA Nasional, Penyedia dan
Pemanfaat yang dapat berupa Jaringan Intra Pemerintah atau Jaringan lain sesuai dengan kebutuhan Ineroperabilitas
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ARSITEKTUR SPBE

Arsitektur Bisnis
Arsitektur Data

Arsitektur Layanan
Disusun untuk jangka waktu 5 tahun

—  Arsitektur Infrastruktur

Arsitektur Aplikasi

Arsitektur Keamanan



INFRASTRUKTUR SPBE

OPenggunqqn Pusat Data
nasional bertujuan untuk
ingkatkan efisiensi dalam
anfaatkan sumber daya

at Data
Instansi Pusat dan Pemerintah

nasional oleh

aerah

aringan Intra
bertujuan untuk

Penggunac
pemerintah
menjaga keamanan dalam
melakukan pengiriman data
dan informasi antar Instansi
Pusat dan/atau Pemerintah

Daerah

APl ¥,

Sistem
Layanan

Pe nggunaan
Penghubung

pemerintah bertujuan
memudahkan dalam melakukan

untuk

integrasi antar Layanan SPBE




SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN
PEMERINTAH




APLIKASI SPBE

Aplikasi Umum merupakan aplikasi SPBE
yang sama, standar, dan digunakan secara

berbagi pakai oleh instansi pusat dan/atau * Digunakan oleh seluruh instansi pusat

dan pemerintah daerah
* Ditetapkan oleh KemPANRB

pemerintah daerah

* Penetapan proses bisnis oleh

Aplikasi Umum KemPANRB

. . * Ketentuan standar teknis dan
Aplldel prosedur pembangunan dan
pengembangan diatur oleh
SPBE KemKominfo

Aplikasi Khusus

* Pembangunan dan pengembangan
menggunakan kode sumber terbuka

* Pembangunan dan pengembangan
berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional

* Didaftarkan dan disimpan pada

repositori aplikasi SPBE
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Saatnya kita jalin persatuan dan kesatuan melalui kerjasama
yang baik

@ Mari kita sisihkan eGo sektoral kita

%






